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PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 

NOMOR II4 TANN 2010 

TENTANG 

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KER.JA PUSAT PENYIAPAN 
TENAGA KER.JA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR PROVINS! DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 

I 
Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 149 Peraturan Daerah [ 

Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Da er ah  don  [  
Pasal  42 Poreturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2009 tentarig 
Organisasi dan Tata Kerja Din.as Tenaga Kerja dan Transmigrasi, perdu j 
menetapkan Peraturan Gubernur tentang embentukan Organisasi dan 

Tata Keja Pusat Penyiapan Tenaga Kerja; 

: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 
Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 43 Tahun 1999; 

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial 
Tenage Kerja; 

3. Undang-Undang Nomor 13 Tabun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, 

5. Undang-Undang Noror 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara; 

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undan; 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pomeniksan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara; 
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8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Lndang Nomor 12 Tahun 2008; 

9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan 
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luer Negeri; 

10. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahar 
Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta Sebagai lbukota Negara 
Kesstuan Republik Indonesia; 

11. Peraturan Pemerintah Namor 58 Tahun 2005 tontang Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan emerintah Nomor 8 Tahun 2008; 

13. Poraturan Pemerintah Noror 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja instansi Pererintah; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan 
UJang NegaraDaerah; 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organlsas 
Perangkat Daerah; 

16. Peraturan Menteni Dalam Negori Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengololaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dliubah 
dengan Poraturan Menter Dalam Nageri Nomor 59 Tahun 2007; 

17. Poraturan Menteni Dalam Neger! Nomor 45 Tahun 2008 tentang 
Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta; 

18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah; 

19. Peraturan Gubemur Nomor 119 Tahun 2009 tentang Organisasi 
dan Tata Ker]a Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERA TURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASL 
DAN TATA KER.JA PUSAT PENYIAPAN TENAGA KER.JA 
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BAB I 

KETENTUAN UNUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta 

2. Pemerintah Daerah adalah Gubemur dan Perangkat Daerah sebagai 
nsur penyelenggara pemerintahan daerah, 

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukota 
Jakarta. 

4. Sekretariat Daerah adalah Sekretarist Daerah Provinsi  Daerah Khusus lbukota Jakarta. 

5. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Da er ah  Khusus Ibukota 
Jakarta. 

6. Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah Badan Pengelola 
Geuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta. 

7. Badan Kepegawaian Deerah adalah Badan Kepegawaian Daerah 
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

8. Biro Organisasi dan Tatalaksana adalah Biro Organisasi dan Tatalaksane 
Sekretariat Daerah. 

9. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Krja dan 
Transmigrasi Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta. 

10. Kopala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasl 
Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta. 

11,  Pusat Penyiapan Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat ppr 
adalah Pusat Penyiapan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi. 

12. Kepala Pusat adalah Kepala Pusat Penyiapan Tenaga Kerja. 
13.TK adalah Singkatan dari Tenaga Kerja Indonesia. 

BAB IL 

PEMBENTUKAN 

Pasal 2 

Dengan Peraturan Gubemur ini dibentuk Pusat Penyiapan Tenaga Kerja. 



BAB 111 

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI 

Pasal 3 

(1) PPTK merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi dalam pelaksanaan penyiapan tenaga kerja. 

(2) PPTK dipirnpin oleh seorang Kepala Pusat yang dalarm melaksanakan 
tugas dan tungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Dinas. 

Pasal 4 

(1)PPTK mempunyai tugas melaksanakan penyiapan tenaga kerja. 

(2) Untuk menyolenggaraka tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
PPTK mempunyai fungsi: 

a. penyusunan PRencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPTK 

b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) ppT& 

c. penyusunan standar dan prosedur penyiapan dan penerpaten Ky 
d. penyusunan program penyuluhan, ssiallsasi, seleksi dan per yiapan 

penermpatan calon TKI ke luar negeri; 
e. pelaksanaan pengumpulan data, penyebarluasan informasl dan 

seleksi calon TKI ke luar negeri; 
f. pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan pengevaluaslan 

lembaga penerpatan tenaga kerja ke luar negeri; 
g. pelaksanaan pengelolaan teknologi informagi pTK 

h. pelaksanaan korjasama promosi tenaga kerja ke luar negeri; 

i. penyiapan, dan pelayanan penempatan calon TKIke luar negeri; 
j. pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan penempatan 

TKI ke luar negei; 

k. pelaksanaan bimbingan dan konsultasi teknis bagi calon TKI, TK 
dan lembaga penempatan tenaga kerja luar negeri; 

I. pelaksanaan pelayanan dokumen keberangkatan tenaga kerja ke 
luar negeri; 

m. pelaksanaan publikasi kegiatan PT& 

n. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang; 
o. pelaksanaan kegiatan kerurahtanggaan dan ketatausahaan; 
p. penyiapan bahan laporan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

yang terkait dengan pelaksaraan tugas dan fungsi PPTK; dan 
q. pelaporan dan pertanggungiawaban pelaksanaan tugas dan fungsi 

PK. 
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BA8 IV 

ORGANISASI 

Pasal 5 

(1) Susunan Organisasi PP'TK terdiri dart; 

a. Kepala Pusat; 
b. Subbagian Tata Usaha; 
c. Seksi Ponyiapan dan Penempatan; 
d. Seksi Kelembagaan dan Bursa Kerja; dan 
e. Subkelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Susunan Organisasi PPTK sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran !Peraturan Gubernur ini, 

Bagian Kedua 

Kepala Pusat 

Pasal 6 

Kepala Pusat mempunyai tugas: 

a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanakan tugas dan fungsi 
PK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; 

b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Seksi, dan 
Subkelompok Jabatan Fungsional; 

c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Porangkat Daerah (UKPD) dan 

atau instansi pemerintah/swasta terkait, dalam rangka pelaksanaan 
tugas dan fungsi PPTK dan 

d. melaporkan dan mempertanggungjabkan pelaksanaan tugas dan 
fungsi PPTK 

Bagian Ketiga 

Subbagian Tata Usaha 

Pasal 7 

(1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja Staf dalam 
polaksanaan administrasi PPTK 

(2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Pusat. 
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(3) Subbagian Tata Usaha mompunyai tugas: 

a. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran (DPA) pPjK gesuai dengan lingkup tugasnya; 

b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Ppr¢ 
$esuai dengan lingkup tugasnya; 

c. mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 
(RKA) dan Dokumen Pelak sanaan Anggaran (0PA) PPTK; 

d. mengtimpun bahan dan mongoordinasikan penyusunan rencane 
strategi PPTK 

e. melaksanakan monitoring, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan 
Dokuren Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPTK 

f. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi PPTK; 
g. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang; 
h. melaksanakan kegiatan ketatausahaan seperti surat menyurat, dan 

kearsipan PP'TK 

i, melaksanakan permeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja PPTK; 
j memolihara kabersihan, keindahan, keamanan, dan kotertiban 

antor; 

k melaksanakan pengurusan ruang rapat dan pongaturan acar PPTK; 
I. melaksanakan publikasi kegiatan PPTK; 
m.mengoordinasika penyusunan laporan (keuangan, kinerja, 

kegiatan dan akuntabillitas) PP'TK 

n. menyiapkan bahan laporan PPTK yveng terkait dengan tugas 
Subbagian Tata Usaha; dan 

0. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas 
Subbagian Tata Usahe. 

Bagian Keempat 

Seksi Penyiapan dan Penempatan 

Pasal 8 

(1) Soksi Penyiapan dan Penempatan merupakan Satuan Kerja Lini 
TK dalam pelaksanaan seleksi dan penyiapan calon 7K 

(2) Seksi Penyiapan dan Penempatan diplmpin oleh seorang Kepala 
Soksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Pusat. 

(3) Seksi Penyiapan dan Penempatan mempunyai tugas: 

a. menyusun bahan Rencana Korja dan Anggaran (RKA) dan 
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DA) PP'TK gesuai dongan 
lingkup tugasnya; 

b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) ppT 
sesuai dengan lingkup tugasnya; 

c. monyusun standar dan prosedur penyiapan dan penompatan TKl; 
d. menyusun dan melaksanakan program, penyiapan dan pelayanan 

penempatan TKI ke luar negeri; 
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e. melaksanakan pengumpulan data, rekrutmen dan seleksi calon TKI ke luar negeri; 

f. melakukan bimbingan pelayanan penempatan calon TKUVTKI ke 
luar negeri; 

g. molakukan pencatatan, pendaftaran, perjanjan penemnpatgan T 
dengan Lembaga Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta; 

h. memfasilitasi pemulangan TKI di pelabuhhan demarkasi; 
i. molakukan monitoring dan evaluasi penempatan TKI ke luar 

negeri; 

j. melakukan penelitian dokumen permintaan TKl (job order) dari luar egeri; 
k. menyiapkan rekomendasi pembuatan paspor; 
l. menyiapkan bahan laporan PPTK yang berkaitan dengan tugas 

Seksi Penyiapan dan Penompatan; darn 
m. melaporkan dan memnpertanggungjawabkan pelaksanaan tugas 

Seksi Penyiapan dan Penempatan 

Seksi Kelembagaan dan Bursa Kerja 

Pasal 9 
(1) Seksi Kelembagaan dan Bursa Kerja morupakan Satuan Korja Lini 

PPK dalarn pelaksanaan pembinaan kelembagaan pelaksana 
penempatan tenaga kerja Indonesia swasta dan pelayanan bursa kerja. 

(2) Seksi Kelembagaan dan Bursa Kerja dipimpin oleh seorang Kepala 
Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat. 

(3) Seksi Kelembagaan dan Bursa Korja mempunyai tugas: 

a. menyusun bahan Rencana Korja dan Anggaran (RKA) den 
Dolumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PpjK sesuai dengan lingkup tugasnya; 

b. melaksanakan Dokumen Pelaks.anaan Anggaran (DPA) pp 
sesuai dengan lingkup tugasnya; 

c. menyusun pelayanan bursa kerja luar neger; 
d. melakukan bimbingan pelayanan dan penyelenggaraan bursa kerja luar negeri; 

e. merfasilitgsi penyelenggaraan pembekalan akhir pemberangkatan 
TKI e luar negeri; 

f. melakukan pelayanan informasi bursa kerja luar negeri; 
g. melakukan penelitian materi perjanjian kerja 'K 
h. melaksanakan pemantauan, pengendalian dan pengevaluasian 

lembaga penempatan tenaga kerja ke luar negeri; 
i. melaksanakan promosi tenaga kerja ke luar negerl; 
j. menyiapkan bahan laporan PPTK yang berkaitan dengan tugas 

Seksi Kelembagaan dan Bursa Kerja; dan 
k. melaporkan dan mempertanggungiawabkan pelaksanaan tugas 

Seksi Kelembagaan dan Bursa Kerja. 
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Bagian Keenan 

Subkelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 10 

(1) PTK dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Pejabat Fungsional melaksanakan tugas dalarn susunan organisasi 
strukturat PPTK 

Pasal 11 

(1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetesi pejabat 
fungslonal dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional PTK sabagai 
bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi yang ditetapkan oleh Kepala usat. 

(2) Subkelmpok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dipimpin oleh seorang Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional 
yang borkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Pusat. 

(3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimnaksud pads 
ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Pusat dart pejabat 
fungsional yang dihormnati dikalangan pejabat fungsional sesua 
keunggulan kompetensl (pongetahuan, keahlian, dan integrltas) yang 
dimiki 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional PP'TK diatur 
dengan peraturan Gubernur sebagai bagian dari pengaturan jabatan 
fungsional Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai ketentuan 
Peraturan perundang-undangan. 

BAB V 

ESELON 

Pasal 12 

(1)Kepala Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a 
adalah Jabatan Struktural eselon IM a. 

(2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
ayat (2) adalah Jab it: Struktural eseton IV a. 

(3) Kopala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan 
Pasal 9 ayat (2) adalah Jabatan Struktural eselon IV a. 

BAB VM 

TATA KER.JA 

Pasal 13 

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungeinya pprK wajib taat dan 
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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(2) Kepala Pusat mongemoangkan koordinasi dan kerjasarna dengan 
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah 
(UKPD) dan/atau instansi pererintah'swasta terkait, dalarn rangka 
meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan 
fungsi PTK 

Pasal 14 

Kepala Pusat, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Ketua Subkelompok 
Jabatan Fungsional pada PPTK wajib melaksanakan tugas masing­ 
masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.an serta 
menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, 
simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan ofisiensi. 

Pasal 15 

(1) Kepala Pusat, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Ketua 
Subkelompok Jabatan Fungsional panda PPTK wajib memimpin, 
mnengoordinasikan, memberikan blimbingan, memberikan petunjuk 
pelaksanaan tugas, membina, dan menilai kinerja bawahan masing­ 
masing. 

(2) Kepala Pusat, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketus Subkelompok 
Jabatan Fungsional dan pegawai pada PeTK wajib mengikuti dan 
mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 16 

Kepala Pusat, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Ketua Subkelompok 
Jabatan Fungsional pade ppr, waijb mengawasi dan mengendalikan 
pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah­ 
langkah yang diporlukan apabila menemukan adanya penyimpangan 
dan/atau indikasi penyimpangan 

Pasal 17 

(1) Kepala Pusat, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua Subkelompok 
Jabatan Fungsional dan pegawai pada PPTK wajib menyampaikan 
laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing­ 
masing sosuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimnaksud pada ayat (1) 
menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterira sebagai bahen 
pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing. 

Pasal 18 

(1) Sekretariat daerah melalui Biro Organisasi dan Tatalaksana 
melaksanakan pembinaan kelemnbagaan, ketatalaksanaan dan 
pelaporan terhadap PPTK sebagai bagian dari pembinaan 
kelembagaan, kelatalaksaraan dan pelaporan Dinas Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi. 
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(2) Ketentuan lebih lanjut mangenai pembinaan kelembagaan, ketatalaks.anaan 
dan pelaporan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) diatur dengan 
Peraturan Guberur. 

BAB VI 

KEPEGAWAIAN 

Pasa! 19 
(1) Pegawai Negeri Sipil pada PPTK merupakan Pegawai Negori Sipif Daorah. 

(2) Pengelolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di 
bidang kepegawaian, 

(3) Dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, PPTK mendapat 
pembinaan dari Sekretaris Daerah melalu Badan Kepegawaian 
Daerah dan Biro Organisasi dan Tatalaksana sobagai bagian dari 
pembinaan kepegawaian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 

BAB VIN 
KEUANGAN 

Pasal 20 

(1) Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi PPTK ibebankan pada 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

(2) Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negaraldaerah. 

Pasal 21 

(1) Pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi PTK 
menupakan pendapatan daerah 

(2) Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan sesuai ketontuan peraturan perundang-undangan di 
bidang keuangan negaraldaerah. 

BAB IX 

ASET 

Pasal 22 
(1) Aset yang dipergunakan oleh PTK sebagai prasarana dan sarana 

kerja merupakan aset daerah dengan status kekayaan darah yang 
tidak dipisahkan. 
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(2) Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana 
dirnaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan di bidang keuangan negara/daerah dan 
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan 
barang milik negaral daerah. 

Pasal 23 

(1)Prasarana dan sarana kerja yang diterima dalam bentuk pemberian, 
hibah, dan bantuan dari pihak ketiga kepada PPTK dalam rangka 
melaksanakan tugas dan fungsinya merupakan penerimaan bar~ng daerah 

(2) Penerimaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
segera dilaporkan kepada Kepala Dinas untuk selanjutnya dilaporei 
epada Gubernur melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah 
selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sekaligus sebagai 
Bendahara Umum Daerah untuk dicatat dan dibukukan sebagai aset daerah. 

BAB X 

FORMASI JABATAN DAN STANDAR PERALATAN KER.JA 

Pasal 24 
(1) Kepala Pusat dibantu oleh 1 (satu) orang Kepala Subbagian Tata 

Usaha, 1 (satu) orang Kepala Seksi Penyiapan dan Penempatan dan 
1 (satu) orang Kepala Seksi Kelembagean dan Bursa Korja sebagal 
bawahan langsung. 

(2) Kepala Subbagian Tata Usaha dibantu sebanyak-banyaknya oleh 
12 (dua belas) orang Pejabat Fungsional UmumTertentu sebagai bawahan langsung. 

(3) Kepala Seksi Penyiapan dan Penempatan dibantu sebanyak­ 
banyaknya oleh 24 (dua puluh ompat) orang Pejabat Fungsionaf Umum/Tertentu sebagai bawahan langsung. 

(4) Kepala Seksi Kelembagaan dan Bursa kKerja dibantu sebanyake 
banyaknya oleh 7 (tujuh) orang Pejabat Fungsional Umum/Tertenu 
sebagai bawahan langsung. 

(5) Rincian formasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat 
(3) dan ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran ll Peraturan 
Guberrur ini. 

(6) Rincian formasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) men]adi 
acuan pengajuan kebutuhan pegawal PP'TK 

Pasal 25 

(1) Standar peralatan kerja minimal setiap jabatan sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 24 sebagairnana tercanturn dalam Lampinen [L 
Peraturan Gubernur ini. 
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(2) Standar peralatan kerja minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
menjadi acuan pengadaan peralatan kerja PPIK 

BAB XI 

PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS 

Pasal 26 

(1)PPK menyusun dan menyampaikan laporan borkala tahunan, 
semester, triwulan, bulanan darlata sewaktu-waktu kepada Kpals DHnas. 

(2) Laporan sebagairana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliput 
laporan; 

a. kebutuhan, kekurangan dan kelebihan pegawai; 
b. keuangan; 
c. kinerja; 

d. kebutuhan, kekurangan dan kelebihan barang atau prasarana dan 
sarana kerja; 

e. akuntabiltas; dan 
f. pelaksanaan kegiatan. 

Pasal 27 

Dalam rangka akuntabilites, PP'TK mengembangkan sistem pengendalian 
intoral sebagai bagian dari sistem pengendalian internal Dinas Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi. 

BAB XI 

PENGAWASAN 

Pasal 28 

Pengawasan terhadap PP TK dilaks.anakan oleh : 

a. lembaga negara yang mempunyail tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; 
b. aparat pemeriksa internal pomerintah; dan 
c. inspektorat. 

BAB XIII 
KETENTUAN PENUTU 

Pasal 29 

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai borlaku, Keputusan Gubernur 
Nomor 160 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 
Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Propinsi Daerah Khusus fbukota Jakarta, dicabut dan 
dinyolakan tidak berlaku. 
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Pasal 30 

Peraturan Gubernur ini mulai berdaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setlap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
peraluran ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi 

Daerah Khusus bbukota Jakarta. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 10 Jui 2010 

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS 
TA JAKARTA, 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 17 Jun1 2010 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA, 

• 

• 

4 

MUHAYAT 
NIP, 050012362 

BERITA DAEAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 
TAHUN 201D NOMOR 18 



Lampiran I Peraturan Gubernur Provinsl Daerah Khusus 
lbukota Jakarta 

Nomor 114 TAHUN 2010 
Tanggal 10 Jun1 2010 

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI 
PUSAT PENYIAPAN TENAGA KER.JA 

KEPALA PUSAT 

I 

$UBE4GAN 
TATA USAHA 

I I 

EKSI SEKSI 
PENYIAPAN DAN KELEAMBAGAAN 
PENEMA TAN DAN BURSA KER.JA 

SUBKEL.OMPOK 
JMBA TAN FUNGSIONAL 

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS 
TA JAKARTA, 

• 

0 



• 

• 

Lampiran I ; Peraturan Gubermur Provinsi Daerah Khusus 

lbukota Jakarta 

Nomor 114 TAHUN 2010 
Tanggal 10 uni 2010 

FORMASI JABATAN PADA PUSAT PENYIAPAN TENAGA KER.JA 

NO NAMA JABATAN SYARAT PENDIDIKAN ESELON JUMLAH 

1. Kepala Pusat - SitHumaniora 
• Diktat Kepemimpinan T Ill 

- Diktat Manajemen 
Perkantoran 

- Diktat Mar jemen Keuangan 
- Diktat Pengadaan Barang l/a 1 

dan Jasa 
- Diktat Komputer 
- Diktat Teknis 

Ketenagakerjaan 

Jumlah 1 

2 Kepala Subbagian Tata . Sf Humaniora rvla f 

Usaha . Diklat Kepemimpinan T IV 

- Diktat Administrasi 

Perkantoran 
. Dilat Admninr trasi 

Kepegawaian 

- Diklat Pengelolaan 
Kouangan Daerah 

. Diktat Pengadaan Barang 
dan Jasa 

. Diklat Tekis 
Ketenagalterjaa 

" Pengadministrasi Umum D ill Administras 2 . 
. Dilat Administrasi 

Perkantoran 
- Di~dat Satmninkal/ Koarsipan 
- Diidat Komputier 

Pengadministrasi 
- D it Administrasi 1 

Kepegawaan . Dikdat Administrasi 
epeg waian 

� 
. Diktat Satminkcal/ Kears ipan 
. Diktat Komputer 

Pengurus Ruman Tangga . D tl Administrasi 4 

- Dildat Bendahara Barang 

- 
Diktat Komputer 
Dildat p o.  »  Barang  -  'engat  

dan  Jasa  

Pergelola Keuangan - S1 Ekonom/Manajemen 1 

Akeuntansi 

' 
. Dildat Administrasi 

\ 
Keuangan 

. Diklat Perencanaan 
. Diktat Komputer 

i 

I 
' 

I 
I 
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NO NAMA JABA TAN SYARAT PENDIDIKAN ESELON JUMLAH 

Bendahara Pengeluaran . Di Akuntansi , 

Pembantu . pikiat  Bendaharawan  

-  Diket  Komputer  

Pemnbantu Bendahara - Dii Akuntansi , 

• Dikdat Bendaharawan 

- Diklat Korputer 

Pengadministrasi - Dill Akuntansi , 

Keuangan - Diktat Bendaharawan 
- Dikdat Korpute 

Caraka • SMASederajat , 

- Dilet Arsiparis 

Jumlah 13 

3. Kepala Seksi Penyiapan • SEkonomi/Hulum IV/a 
, 

dan Penerpatan - Diklat Kepermimnpinan Tk IN 

• Dikdat Tekis 

Petugas Rekrut CTKI Dl Administrasi 2 

• Dikdat Komputer 
- Diktat Teknis 

Ketenagakerjaan 

Pengadministrasi Peserta - Di Administrssi 
, 

Pembekalan - Diklat Komputer 
. Diktat Tekcnis 

Ketenagakejaan 

Koordinator instruktur . p I Administrasi , 

- Dildat Komputer 
- Diktat Teknis 

Ketenagakerjaan 

Petugas penyedia - DH Politekni, , 

pertengkapan Pembekalan - Diktat Teknis 
Ketenagakerjaan 

Pengadministrasi Dokuren - Di Administrasi , 

Pemberangkatan TKI - Diklat Korputer 
- Dikdat Teknis 

Ketenagakerjaan 

Petugae Monitoring TKl - DI Administrsi 2 

• Dikdat Kornputer 
• Diktat Teknis 

Ketenagakerjaan 

I 
I 
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NO NAMA JABA TAN SYARAT PENDIDIKAN ESELON JUMLAH 

Instruktur • Di Sesuai Kualfikasi 12 

- Diklat Fungsional Bidang 
Pelatihan dan Penbelajaran 

- Dikdat Teknis 
Ketenagalen)a.a 

Pengantar Korja . DI AdministrasEkonomni 4 

- Dildat Komouter 
- Diklat Teknis 

Ketenagakerjaan 

Jumlah 26 
4 Kepala Seksi Kelem.bagaan - St Ekonomi/Hukurm V/a 1 

dan Bursa Korja - Dikdat Kepemimpinan Tk V 

- Diklat Teknis 
Ketenagalerjaan 

Petugas informnasi TKI DAI Administrasi/Ek f 

- Diklat Komputer 
- Diktat Tekonis 

Ketenagakerjaan 

Petugas Monitor Lembaga . Dt Administraesi/f 

Pelaksana Pengerah TKL - Diklat Komputer 2 
(PPTTKI) - Didat Tekis 

Ketenagaor jaan 

Petugas Promosi TKI - St Eonomi 1 
• Diktat Teknis 

Ketenagakerjaan 

etugas Peneliti Perjanijian - S1 Hukum/Ekonomi 2 

Penempatan dean erja - Diktat Teknis 
Ketenagakerjaan 

Petugas Ponelitian • Dl EonomiAdministrasi f 

Dokumen Permintaan TK - Dilat Bahasa sing 
- Dudat Teknis 

Ketenagakerjaan 

Jumlah 8 

Total 47 

GUBERNUR PROVINS! DAERAH KHUSUS 
IBUKG IA JAKARTA, 



• Lampiran Ill : peraturan Gubemur Provinsi Daerah Khusus 
lbukota Jakarta 
Nomor 114 TANUN 20I0 

Tanggal 10 Juni 2010 

STANDAR PERALATAN KER.JA PADA PUSAT PENYIAPAN TENAGA KER.JA 

NO Nara Jabatan Pena Ko Jumlah 
I Kopals Pusat Minibus 1 unit 

Notebook 1 unit 
Printer 1 unit 

z%. 1 buah 

f buah 

II Kepala Sub Re Tata Usaha Notebook 1 unit 
printer 1 unit 

%.. 1 buah 
1 buah 

r '  Kabinet  1  buah 

le 
1 Fengadministrasi Urum 

2 unit 

2 unit 

Toi 2 buah 
Fax 1 unit 
f@as ashed 2 buah 
Mesin Ketik 2 buat 

2 engadministrasi Komputer 1 urt K aian 

Printer 1 unit 

• 
1 buah 

f buah 
Mesin Absensi f unit 
Mesin Kelik f buah 

3 Pe yrus_Ruman Tangga lfocus 1 unit 
screen 1 unit " Fiting Kabinet 4 bush 

4 Pe ngelol  an  

ze  1  unit 

1 unit 
Mos F Kertas f buah 
esin . 

1 buah 
Fi Kabinet t bust 

. 

.K 
5 Bendahara luaran 1 unit 

Pembantu Kalkulator 1 buah 
Mesin Hitu 1 buah 
Brankas f buah 

% 
f buah 

1 buah . 
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NO Nama Jabatan Peralatan_Kera Juml.ah 

6 Pembantu Bendahara Kallulator 1 buah 

kMesin Hituna 1 buah 
Fi Kabinet , buah 

7 p inistrasi Keva le f unit ter 
printer 1 unit 

55%e 
1 buah 

f unit 
f buah 

8 Caraka 

5:z- 
f unit 

1 buah 

IM opala Solsi Ponyiapan darn Komputer 1 unit 

tan 

E 
1 unit 

1 buah 
1 buah 

f Petugas PRekrut Calon Komnpuer 2 unit 

T Indonesia 

punter 1 unit 

T f buat 

Fling Kabinet 2 buah 

2 Pengadministrasi Peserta Komputer f unit 

Pembekalan 

Printer , 
unit 

T 1 buah 

Fting Kabinet 1 buah 

Peralatan Kerja Teknis 

3 Koordinator Instruktur {e:= f unit 
, 

unit 

• 
f buah 

1 buah 
Peralatan Kerja Tekis 

4 Petugas Penyedia Komputer f urit 

Pe Pembekalan 
Printer 1 unit 

T f buah 
FHling Kabinet 1 buah 
Peralatan Kerja Teknis 

f 

' 

I 
! 

I 

I 
I 



• 
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NO lama Jabatan Per tni  eia  Jurnlah 
5 Pengadministrasi Dokumen Komputer 1 unit 

TKl 

Printer 1 unit 
T 1 buah 
Fiting Kabinet 1 buah 
Peralatan Kerja Teknis 

• Pt M 
. 

TKI 
Pinn 

2 unit 

1 unit 
T 1 buah 
Filling Kabinet 2 bush 
Peralatan Kerja Teknis 

7 nstruktur 

e 
4 unit 

4 unit 
r Kabinet 4 buat 

PeralatanK Tkis 

8 Pengantar K 

�iotet 
2 unit 

1 unit 
Ft Kabinet 2 buah 
Peralatan Teknis 

Iv Kepala Seksl Kelembagaan Kamputer 1 unit 
dan Bursa 

Printer 1 unit 
� .  t  buat 

Kabinet t buah 

1 p 
Informnasi TKL � .. 1 unit 

t unit 

i t buah 
rt Kabinet t buah 
Peralatan Kera Teknis 

2 Petugas Monitor Lembaga Komputer 2 unit 
Pelaksana Pengerah TK 
(PPTKI 

Printer 1 unit 

; 1 buah 
Fr Kabinet 2 buah 
Peralatan Kerja Teknis 

3 egas Promosi TK � �  1  uni1  

1  unit 

Te t buah 
Filling Kabinet 1 buah 

Poralatan Kerja Teknis 



4 

NO lama Jabatan Per l tan  Jumlah 

4 Petugas Peneliti Perjanjian Komputer 2 unit 
Pe atan dan 

Printer 1 unit 

1 buah 

#±E- 2 buah 
eralatan Kerja Teknis 

5 Petugas Peneliti Dokumen Komputer 1 unit 
Perrintaan TKL 

Printer 1 unit 

±E 
1 buah 

1 buah 
Peralatan Tekenis 

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS 
BU TA JAKARTA 


